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BAB iI 

PENDAHULUAN i 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat 

melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan ioleh 

pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang biasa 

disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan 

pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran pembangunan yang 

tidak sedikit. Upaya pemerintah untuk memenuhi hal tersebut salah satunya 

dengan menggali sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan iyang 

dimaksud berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang 

salah satunya disambungkan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan 

negara yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah 

dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Di Indonesia iperanan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selain berperan dalam mengatasi 

masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber 

pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. i 

Menurut Melando & Waluyo (2013) pajak adalah iuran kepada Negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah iuntuk membiayai pengeluaran-
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pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.  

Penerimaan pajak bisa ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak 

yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang pajak, 

penyederhanaan tarif dan sanksi pajak, serta kemudahan membayar pajak yang 

dilakukan pemerintah melalui PP No. 46 Tahun 2013. Saat ini pemerintah mulai 

melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk 

pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Omset dan 

labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

besar. Dalam menyerap banyak tenaga kerja bearti Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran. Menyadari pentingnya kontribusi Usaha iMikro 

Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian yang positif di 

Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setiap tahun selalu 

berkembang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi ibagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar iyang 

memenuhi kriteria usaha kecil. Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi 

usaha dagang jasa, seperti misalnya toko klontong, elektronik, bengkel, penjahit, 

tempat fotokopi, salon, pakaian, warung makan, dan usaha lainnya. Peraturan 

pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan 
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iadanya penyederhanaan yang dilakukan oleh DJP dengan tarif 1%imenjadi 

i0,5% idari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp. 4,8 

imiliar per tahun. I 

Dengan pertumbuhan Indonesia saat ini, pemerintah mulai menggunakan 

berbagai cara agar masyarakat Indonesia mau menjadi seorang pengusaha. 

Dengan tujuan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 

Lalu cara yang dapat dilakukan pemerintah agar masyarakat mau menjadi 

seorang pengusaha, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang cara membuka 

sebuah usaha baik dalam sekala kecil, menengah, dan besar. Pemerintah sudah 

melakukan cara ini tapi masih banyak lulusan universitas memilih untuk menjadi 

pekerja dengan mengabdikan diri kepada orang yang membayar mereka. Setelah 

proses bekerja berjalan dibutuhkan pengorbanan dan waktu yang panjang iuntuk 

mencapai puncak karier yang diinginkan. Secara tidak langsung dibutuhkan 

proses untuk mendapatkan penghasilan besar. Dengan alasan tersebut banyak 

masyarakat mulai berpikir untuk menjadi pengusaha dengan mendirikan UMKM 

idaripada ibekerja iuntuk iorang ilain. iDengan tujuan untuk meningkatkan itaraf 

ihidup yang lebih baik, memiliki sumber penghasilan yang lebih besar, dan 

imemiliki waktu lebih bersama keluarga.  

Berkaitan dengan UMKM menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) sebagai wajib pajak harus 

memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam ketentuan umum dan tata 

caraperpajakan dinyatakan bahwa ―Wajib pajak adalah orang pribadi atau ibadan, 
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meliputi membayar pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. 

Banyaknya UMKM tesebut, baik yang berskala mikro, kecil dan menengah jika 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi sumber pajak yang imampu 

menambah pendapatan negara.  

Tabel 1.1 

Data UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 

No. 
Deskripsi iData Satuan 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Iumkm Unit 115.751 133.679 143.739 151.968 

 Produksi iNon 

iPertanian 

Unit 39.799 45.963 49.328 52.090 

 Pertanian Unit 19.335 22.329 23.956 25.292 

 Perdagangan Unit 42.599 49.198 53.063 56.209 

 Jasa Unit 14.018 16.189 17.391 18.377 

2. Penyerapan 

iTenaga iKerja i 

Orang 791.767 918.455 1.043.320 1.171.978 

3. i Aset Rp.Milyar 22.891 26.249 29.824 33.610 

4. Omset Rp.Milyar 43.570 49.247 55.691  i65.252 i i 

Sumber i: i iData iKoperasi idan iUMKM iProvinsi iJawa iTengah i(2019) 

Berdasarkan idata di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di 

Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan iselama iempat itahun terakhir 

pada tahun 2016 berjumlah 115.751 unit, tahun 2017 sebesar 133.679 unit, tahun 

2018 isebesar i143.739 iunit dan di tahun 2019 151.968. Jumlah UMKM iyangi 
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bergerak di bidang produksi inon pertanian yang termasuk sektor industri 

kerajinan ididalamnya juga ikut mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 isebesar 

39.799 iunit, tahun 2017 sebesar 45.963 iunit, tahun 2018 sebesar 49.328 iunit 

dan di tahun 2019 sebesar i52.090. iJumlah UMKM dibidang pertanian, 

perdagangan idan ijasa ijuga imengalami kenaikan empat itahun iterakhir. i 

Penyerapan tenaga kerjaipada UMKM tahun 2016 menyerap791.767 

orang, itahun i2017 imengalami ikenaikan isebesar i918.455 iorang, tahun 2018 

mengalami kenaikan sebesar 1.043.320 orangidan di tahun 2019 imengalami 

kenaikan sebesar i1.171.978 iorang. iJumlah iaset idan iomset pun imengalami 

kenaikan selama empat tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa UMKM 

perlu idiperhatikan dengan cara ipembinaan oleh pemerintah daerah setempat 

UMKM - Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang. 

Kemudian dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan 

UMKM maka diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang 

ada,ikarena sampai dengan tahun 2019 target penerimaanipajak di jawa 

tengahimasih belum tercapai. Hal ini terbukti jelang tutup tahun 2019, 

penerimaan pajak di Kantor Wilayahi(Kanwil) Direktorat Jendral Pajak i(DJP) 

Jawa Tengah I masih belum mecapai target yang telah ditentukan. Hinggaipekan 

ketiga Desember realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jateng I baru isekitar 

Rp. 2,67 triliun atau 86,8% dari target penerimaan ipajak 2019,iyakni Rp. 31,8 

triliun. Itu menunjukkan sekitar 13,2%idari total target realisasi ipajak iditahun 
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2019 belum terealisasi. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah 

satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak 

menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya Mediatama (2020). I 

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan ihal yang ipenting dalam 

merealisasikan target ipenerimaan pajak. Prawagis, Zahroh ZA, & Mayowan 

(2016) imenyatakan ibahwa i―Kepatuhan iadalah isuatu ibentuk iperilaku iyang 

berasal idari idorongan iyang iada idalam idiri imanusia‖. iDengan iadanya 

dorongan idiri imanusia iuntuk imembayar ipajak, imaka idapat imeningkatkan 

jumlah iwajib ipajak idalam imembayar ipajaknya. iDengan idemikian itarget 

penerimaan iyang isudah iditetapkan ipemerintah itercapai. iSedangkan imenurut 

Mintje (2016) ikepatuhan iperpajakan iadalah isikap idan iperilaku iwajib ipajak 

untuk imelaksanakan ihak iperpajakannya idan imemenuhi iperpajakannya 

seperti imembuat iNPWP, imengisi isecara ibenar ijumlah ipajak iyang iterutang, 

membayar ipajak itepat iwaktu, iserta imembayar idenda ipajak iapabila iterkena 

denda. iKepatuhan iWajib iPajak imenjadi iaspek ipenting imengingat isistem 

perpajakan iIndonesia imenganut iSelf iAssesment iSystem, idimana idalam 

prosesnya isecara imutlak imemberikan ikepercayaan ikepada iwajib ipajak 

untuk imenghitung, imembayar idan imelapor ikewajiban iperpajakannya. iLalu 

tingkat ikepatuhan iwajib ipajak idapat idipengaruhi ibeberapa ifaktor, 

diantaranya iadalah ipemahaman iperpajakan, isanksi ipajak idan ikesadaran 

wajib ipajak. I 

Dimana ifaktor iyang ipertama iyaitu ipemahaman iperaturan iperpajakan 
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atas imekanisme ipembayaran ipajak. iPemahaman iwajib ipajak iterhadap 

peraturan iperpajakan iadalah icara iwajib ipajak idalam imemahami iperaturan 

perpajakan iyang itelah iada iPancawati Hardiningsih (2011) isedangkan menurut 

Prawagis, Zahroh ZA, & Mayowan (2016) ipemahaman idiartikan sebagai isuatu 

proses iatau icara iuntuk imemahami iatau imemahamkan. iMekanisme 

pembayaran ipajak iyang idimaksud iyaitu ibagaimana itata icara iwajib ipajak 

dalam imenghitung, imenyetor idan imelaporkan ijumlah ipajak iterutangnya. I 

Fenomena iyang iterjadi isaat iini iadalah imasih ibanyaknya iwajib pajak 

yang ibelum imemahami iakan iperaturan ipajak. iMasih iterdapat iwajib ipajak 

yang imenunggu iditagih ibaru imembayar ipajak iseperti iperaturan ipajak ipada 

periode ilama. iHal iini idapat imenurunkan ijumlah ipenerimaan ipajak inegara 

serta itingkat ikepatuhan iwajib ipajak. iApabila iwajib ipajak imemiliki 

pemahaman iperaturan iperpajakan iyang icukup imaka imelaksanakan 

kewajiban iperpajakan iakan imenjadi ilebih imudah, Yuniar Dwi (2018). 

Hasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iAdiasa (2013), iSuntono & 

Kartika (2015), iMareti & Dwimulyani (2019), imenemukan ibahwa pemahaman 

peraturan perajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadapk kepatuhan 

wajib pajak. iPenelitian ilain imenunjukkan iyang iberbeda, iyaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu (2017), menemukan hasil bahwa pemahaman 

peraturan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. I 

Faktor keduaiyang dapat meningkatkan kepatuhan ialah sanksi pajak, 
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faktor ini bisaidiartikan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan ikepada 

orang yang melanggar iperaturan. iPeraturan iatau iundang-undang imerupakan 

dasar ihukum ibagi iseseorang iuntuk imelakukan isesuatu mengenai iapa iyang 

harus idilakukan idan iapa iyang iseharusnya itidak dilakukan. iDalam iundang-

undang iperpajakan iterdapat idua isanksi iyang dikenai ikepada iwajib ipajak 

yaitu isanksi iadministrasi idan isanksi ipidana. Sanksi iadministrasi iterbagi 

menjadi i3 iyaitu isanksi isanksi iberupa ibunga dimana iwajib ipajak idikenai 

sanksi isebesar i2% isebulan, isanksi iberupa administrasi idan isanksi ikenaikan 

50% idan i100%. iSedangkan isanksi ipidana merupakan isanksi iberupa isiksaan 

atau ipenderitaan ibaik ifisik, ifisikologis maupun ifinansial. iSementara menurut 

Mardiasmo (2011) iSanksi ipajak merupakan ijaminan ibahwa ketentuan 

perundang-undangan iperpajakan (norma perpajakan) iakan idituruti i/ iditaati/ 

dipatuhi. iAtau idengan ikata ilain sanksi iperpajakan imerupakan ialat ipencegah 

(preventif) iagar iwajib ipajak tidak imelanggar inorma iperpajakan. iSedangkan 

menurut iSiti Kurnia Rahayu (2013) iberpendapat ibahwa iwajib ipajak 

cenderung iakan ipatuh iapabila iwajib pajak iberpikir ibahwa iakan idikenai 

sanksi iberat ikarena itelah imelakukan pelanggarannya. iSanksi iini idiperlukan 

agar iperaturan iatau iundang-undang tidak idilanggar, ikarna isanksi idalam 

perpajakan menjadi penting, sebab pemerintah Indonesia memilih menerapkan 

iSelf iAssesment isystem dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. I 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani 

(2019),Tiraada (2013), Siregar (2017) dan Rahayu (2017) menemukan bahwa 
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sanksi pajak imemiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Tapi hasil yang berbeda pula dari penelitian yang dilakukan oleh Rusli & 

Hadiprajitno (2014) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Faktor ketiga yang dapat meningkatkan kepatuhan yaitu kesadaran wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 

dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 

semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi i sehingga diharapkan 

secara bertahap akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti dan 

pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional Muliari & Setiawan 

(2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) dan Siregar (2017) 

imenemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tapi hasil yang berbeda pula dari 

ipenelitian yang dilakukan oleh Yuniar Dwi (2018) dan Rusli & Hadiprajitno 

(2014) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh 

isignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. I 

Peningkatan ikepatuhan iwajib ipajak ijuga idapat idipengaruhi ioleh 

preferensi iwajib ipajak iakan irisiko-risiko iyang iterjadi ipada isetiap iwajib 

pajak. iRisiko-risiko iyang iterdapat ipada iwajib ipajak idalam ikaitannya iuntuk 

meningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak iantara ilain iadalah irisiko ikeuangan, 
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risiko ikesehatan, irisiko isosial, irisiko ipekerjaan, idan irisiko ikeselamatan. 

Dalam imenghadapi irisiko-risiko iyang iterjadi isetiap iwajib ipajak iharus 

memiliki isuatu ikepuasan iuntuk imenghadapi isuatu irisiko. I 

Terdapat iwajib ipajak icenderung imenghadapi irisiko iyang iada idan 

terdapat ipula imenghindari irisiko iyang imuncul idalam iperpajakan. iHal iini 

dapat iberpengaruh iterhadap iseorang iwajib ipajak idalam imeningkatkan 

kepatuhan iwajib ipajak. iTindakan iuntuk imengambil ikeputusan idalam 

menghadapi irisiko iyang imuncul iataupun imenghindari irisiko iyang ididapat 

terjadi ipada iwajib ipajak idinamakan isebagai ipreferensi irisiko. iAkan itetapi 

tidak isedikit iwajib ipajak iyang imengabaikan ihal itersebut isehingga 

kepatuhan imereka isebagai iwajib ipajak itidak iberjalan imaksimal. iAryobimo 

& Cahyonowati (2012) Keputusan iwajib ipajak iindividu imemutuskan iuntuk 

menghadapi iatau imenghindari irisiko itersebut. iPreferensi irisiko idigunakan 

untuk imempertimbangkan isebuah ikeputusan, isehingga idalam ipenelitian iini 

tidak isemua ivariabel idiperkuat iatau idiperlemah ioleh ipreferensi irisiko iini. I 

Dari ihasil ipenelitian iyang itelah idilakukan ioleh ibeberapa ipeneliti 

terdahulu imerupakan ihasil iyang itidak ikonsisten. iSehingga iperlu idilakukan 

penelitian iulang idari iperbedaan ipenelitian iterdahulu idengan iobjek penelitian 

WPOP UMKM di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Di pilihnya iWPOP 

UMKM ikarena imelihat iadanya iperan iUMKM icukup istrategis idan ibesar 

dalam imeningkatkan iperekonomian inegara idalam ihal iperpajakan. iSerta 

perbedaan ipenelitian iini ibermaksud imereplikasi ipenelitian isebelumnya 
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dengan imenambah ijumlah ivariabel iindependen idan imemilih iwajib ipajak 

UMKM iyang imemiliki iIUMK isebagai iresponden ipenelitian. iSehubungan 

dengan ipenjelasan idiatas, imaka ipeneliti itertarik iuntuk imeneliti idengan 

judul i“Perspektif iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM idengan iPreferensi 

Risiko isebagai iPemoderasi i(Studi iKasus iUMKM idi iKecamatan 

Tembalang iKota iSemarang) 

1.2 Rumusan iMasalah 

Bedasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

ipenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ipemahaman iperaturan iperpajakan iberpengaruh iterhadap ikepatuhan 

iwajib ipajak iUMKM? 

2. Apakah isanksi ipajak iberpengaruh iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM? 

3. Apakah ikesadaran iwajib ipajak iberpengaruh iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak 

iUMKM? 

4. Apakah Preferensi Risiko berpengaruh terhdap kepatuhan wajib pajak 

UMKM? 

5. Apakah ipreferensi irisiko imemoderasi ipeengaruh ipemahaman iterhadap 

ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM? 

6. Apakah ipreferensi irisiko imemoderasi isanksi ipajak iterhadap ikepatuhan 

iwajib ipajak iUMKM? 

7. Apakah ipreferensi irisiko imemoderasi ikesadaran iwajib ipajak iterhadap 
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ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM? i 

1.3 Batasan iMasalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu idibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

―Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel 

Moderasi. 

1.4 Tujuan iPenelitian i 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko dalam 

memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM 
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6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko dalam 

memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko dalam 

memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  

1.5 Manfaat Penelitian  

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat iTeoritis 

1. Bagi Pihak Akademisi, diharapkan penelitian ini mampu menambah dan 

memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam iprogram 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan preferensi irisiko 

sebagaiivariabelimoderasi yang bersifat memperkuatiatauimemperlemah 

pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen dan dependen. 

Dimanaihasilipenelitianiini berkontribusi dalamimenambah bukti iempiris 

mengenaiifaktor-fakto iyang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak iUMKM 

serta penelitian ini juga diharapkan menjadi refrensi untuk ipenelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi PenelitiiLain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian 

iselanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang 

imungkin ditemukan mengenai variabel yang diteliti dengan kepatuhan iwajib 

ipajak UMKM. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Instansi, dapat bermanfaat bagiiintansi untuk mempengaruhi seberapa 

besar Prespektif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi iRisiko 

sebagai Pemoderasi. i 

2. Bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah, diharapkan penelitian ini 

dapatdigunakan untuk menimbulkan kesadaran bagi pengusaha UMKM 

dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


